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BAB III 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum 

terhadap praktik parkir liar di Kabupaten Sleman merupakan peran dari 

Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dan Sapol PP Kabupaten Sleman. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman berwenang dalam mengatur pajak 

parkir, mengatur retribusi tempat khusus parkir di tepi jalan umum dan 

tempat khusus parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman juga 

berperan dalam memberikan edukasi  kepada masyarakat dengan 

melakukan sosialisasi tentang tata cara perizinan perparkiran.  

Penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kabupaten Sleman 

dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti kebijakan pemerintah, 

kesadaran masyarakat, kapasitas dan kompentensi penegak hukum dan 

infrastruktur. Sedangkan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi 

efektivitasnya seperti keterbatasan sumber daya alam, kurangnya 

infrastruktur Parkir, kesadaran masyarakat yang rendah,penegakan hukum 

yang lemah, faktor ekonomi dan sosial. 
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B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberi saran 

sebagai berikut :  

1. Bagi lembaga terkait : 

a. Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman perlu lebih mengindentifikasi 

lagi pembinaan kepada juru parkir dan pengelola tempat parkir. Adapun 

penekanan yang lebih pada hak dan kewajiban sebagai juru parkir dan 

pengelolaan tempat khusus parkir dan melakukan pencegahan lebih 

rutin agar pengelolaan parkir yang belum melakukan izin dapat 

diberikan edukasi dan arahan. Sebaiknya, petugas Satpol PP Kabupaten 

Sleman dapat diberikan anggota yang lebih memadai, sehingga bisa 

membantu pelaksanaan pencegahan praktik parkir liar.  

b. Untuk mengoptimalkan faktor pendukung dan mengatasi faktor 

penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap praktik 

parkir liar di Kabupaten Sleman, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman 

perlu meningkatkan sosisalisasi peraturan parkir dan sanksi kepada 

masyarakat melalui media massa dan media sosial. Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sleman juga perlu melakukan edukasi berkelanjutan 

mengenai dampak negatif parkir liar dan memberi penghargaan atau 

insentif bagi warga yang aktif melaporkan parkir liar. Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sleman juga dapat membentuk forum koordinasi rutin antara 

dinas perhubungan dan Satpol PP untuk membahas dan menyelesaikan 

masalah parkir liar.
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Gambar 1 Foto di Dinas Perhubungan Sleman 

Gambar 2 Foto bersama Satpol PP Kabupaten Sleman 

LAMPIRAN 
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Gambar 3 Foto di Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta 

 
 

 

 


